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Handa Aceh, 20 November 2014 
Horrnat khidmat, 

Aras berkah rahrnat Allah, huku "Memaharni Dekonstruksi Hukum 
dalarn Pranara sostal Islam telah selesai disusun. Penyusunan buku ini 
berawal dari kelnginan bcsar Pusar Penelitlan dan Penerbitan pada 
l.cmbaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN 
Ar-Raniry untuk mengapresiasi hasil karya para dosen rlcngan cara 
mempublikasikannya. Sekecil apapun karya para dosen sudah sepatutnya 
dipublikasikan sehingga terbangun suasana dialog akadernis yang 
bcrkcstnambungan. Penerhitan buku ini diharapkan dapat menjadi 
sumbangan bagt pengayaan informasi yang terkait dengan topik bahasan 
yang diakomodasi di dalamnya, Banyak kcterbatasan dan kekurangan 
yang terdapat di dalam buku ini, Kritikan kosrruktif memang diharapkan, 
rctapi akan lebih hermakna scandainya ada pihak lain yang bersedia 
unruk mcngkaji kernbali persoalan-pcrsoalan ini denga.n pcrspektif dan 
pent.lekatan yang beragam. Dari sana dlharapkan akumulasi dan cvolusi 
pengetahuan akan sungguh-suugguh terjadi. Semoga! 

'\ )' ,. ~ l . ..,... l £,!! _......, r,; u '• . 

KATA PENGANTAR 
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Regulasi hukum pidana dewasa ini y-dng telah dinnnuskan, haik 
pada hukum pldana Islam maupun pidana posifif menjadi menarik untuk 
ditclusuri lebih lanjut kettka keduanya dihadapkan pada suatu kejahatan 
yang menuntut adanya pcnyelesalan, dalam ha! ini adalah · tindak 
pcnganlayaan terhadap wan Ira ham Ii yang berimbas pada rnatinya janin. 

Ada heherapa hal yang mcndasar! mcngapa menartk untuk 
membahas sanksi hukum kejahatan tersebut tcrutama sekalt ketika 
muncul keeugganan-keengganan dari pihak korban untuk mclaporkan 
kcjahatan ini, padahal aspek ancaman sanksinya dinilai cukup tegas 
dan jelas. Menurut beberapa pengamatan terkini yang dilakukan olch 
Lembaga Survey Universiras Gajah Malla Yogyajakarta tcrhadap seluruh 
Pengadilan Negeri di Indonesia, termasuk Makamah Syari'ah di Provinsi 
Aceh padarentang interval waktu sejaktahun 2009s/d2012, balwia cukup 
mencengangkan ketika ticlak/belum diternukan adanya perkara kematian 
janin akibat pengantayaan terhadap wanita hamilyang terpanggil untuk 
dilaporkan sccara spcsifikolch plhak korban kc apararur pcnegak hukum 
(kepolisian. kejaksaan dan pengadilan], kecuali bcrdasarkan temuan dan 
proses pe'nyelidikail serta penytdikan darl ·pihak penuntut atati mclalui 

A. Peudahuluau 

Dr. Abdul Jalil Salam, MA 

KEMATIAN JANIN AKIBAT PEN~A.NIAYAAN 
TERHADAP WANITA HAMIL 

TElAAH ATAS SANKSI HUKUM DAN KEENGGANAN 
PENGADUAN DARi PIHAI<: KOR RAN 



inisiatif laporan pihak ketiga 
Kenyataan sc!anjutnya bahwa masyarakat atau korban yang murni 

meminra per!indungan hukum tcrkait kasus kernatlan janin akibat dari 
penganiayaan Lerhadap wanita hamil pun hamptr ndak ada, kecuali atas 
dorongan dan desakan lembaga swadaya masyarakat, llal ini terlepas 
apakah bersurnber dari persepsl lemahnya faktor pcngerahuan hukum 
masyarakat atau pun asumsi kekurang-beranlan masyarakat ttu scndirl, 
masih menjadi pertanyaan mendasar Jan perlu dilakukan tulisan khusus. 
Padahal dari aspek krimatologi, kejahatan terse but merupakan dclik yang 
tidak mungkin dtanggap sederhana clan bahkan diduga kuar memiliki 
anraman sanksi hukum yang relatlf cukup berat dan pasti, baik dalam 
hukurn pidana posit if rnaupun hukum pidana Islam. 

Dalaru rentang cmpat sampai lima rahun belakangan Statistic Crime 
Record [rekaman statlsktlk kejahatan) yang diupdate pada Desernber 
2012 oleh Lernbaga Riscrt Hukum Univcrsiras Jogjakarta mencatat cukup 
seringnya terjadi iindak keksrasan tcrhadap pcrcmpuan hamll yang 
menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah nndak penganlayaan 
seperti yang dikemukakan dalam prepostsl tullsan ini. Pemicu terjadinya 
hal tersebut rnemang uuuunnya dlproycksikan karcna adanya prilaku 
menyimpang dirnana dianggap bahkan diyakini akan mcnlmbulkan 
alb apabila prilaku tersebut dilaporkau dan diketahui olch masyarakat 
umum, seperti pengambi!an dan penjatuhan ttndakanterhadap wanira 
ha mil yang dtsebabkan oleh faktor kehamilan di luar perntkahan yang sah 
yang bcraktbat gugurnya atau digugurkannya kandungan ataupun akihat 
dari suatu tindak perkosaan y- .. mg brutal.Meskipuu demtktan diskursus 
ini masih bcrbcntuk wacana yang menarik untuk diteliti dan dltelusur! 
lebih lanjut, 

Dari latar helakang singkat yang telah dipaparkan di aras, juga 
berangkat dari asumsi lcmahnya fakror pengetahuan dan kesadaran 
hukum masyarakat tcrhadap scluk beluk ttndak pidanadi atas, maka dapat 
dirumuskan parmasatahan yang hutuh dan menladl perhatian khusus 
da!am pernbahasan tulisan inl, yairu scbagai benkur: Bagaimanakah 
format penerapan dan proscdur tmplcmenrasi sanksi pada hukurn pidana 
positif dan hukum pidana Islam dalam mcrespou matinya [anin yang ada 
dalarn kandungan akibat penganiayaan tcrhadap wanna ha mil?. Apa yang 
meniadi faktor spesifik tidak terdapatnya pelaporan delik pidana ini oleh 
pihak korban ke pihak terkait dan hagaimana mcmbangun keyakinan 
plhak korban untuk melaporkanny.-1? 

Ren tang waktu penelusuran dan survey kasusdi lapangan difokuskan 
pada rindakan yang terjadi sejak medio Januari 2009 hingga Desember 
2012. Fokus tulisan lapangan sendiri terpusatpada melacak point pemicu 
dan latar hel.ikang akar pcrmasalahan yang menggiring absensinyJ 
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pelaporan dari pihak korban penganiayaan ke aparatur pemerinrah yang 
berwenang. 

Tulisan ini bertuiuan untuk menguraikan tentang kriteria berikut 
ketetapan-ketetapan dart hukum pldana positif dan hukum pidana Islam 
menyangkut delik pcnganiayasn tcrhadap wanita hamil }>ang berimbas 
kepada kcmarian janln hcrikur proscdur tmplemcntasl hukumnya. Di 
samping untuk menjajaki dan mengeksplorasi jcnjang tipologi sanksl 
hukum dari kedua slsrem hukum tersebut terhadap pelaku pnnganiayaan 
serta unruk menelusuri inforrnasi rerpendam rerkair faktor-faktor 
spesiflk tidak diadukannya jenis pidana ini secara langsung ke pengadilan 
atau ke aparatur berwenang oleh pihak korban. 

I lasil tulisan ini mempunyai manfaat penting dalam pendalaman 
sekaltgus berkontnbusi langsung rerhadap materifiqh jinayat: dan hukum 
ptdana posinf di Indonesia, tcrrnasuk dt Aceh secara khusus, baik pada 
masa sekarang maupun pada masa yang akandatang, Basil tulisan ini juga 
dapat mcmbcrikan kontrlbusi signifikan bagi pcngadaan dau pengayaan 
referensl rcntang persoalan fiqh jinoyat khususnya persoalan substansi 
dan escnsi sanksi hukum pidana positif dan pidana Islam rcrurama 
hagi Mahkamah Syarl'ah Provinsi Aceh ke depan. Di samping juga dapat 
menjadi bahan acuan bagi para pihak korban tindak kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) di Indonesia dalam upaya mencarl keadllan dan 
perlin<lungan hak-hak sipil clan legal mereka. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah yang 
dikernukakan di atas. rnaka dapat dikemukakan babwa jenis tulisau ini 
adalah kornbinasi selektif dari tulisan pustaka (library research), yaitu 
tulisan yang menggunakan fastlitas kepustakaan seperti buku, kitab atau 
majalah dengan mcnggunakan pendekaran kualitatif.tditarnbahrulisan 
lapangan (field research). rnclalul pcnclusuran dan pcnggallan mformasl 
di lapangan terkait objck tulisan deugan pcndckatan partisipctory 
research. Dalam tulisan ini dikaji bcrbagai somber kepustakaan dan 
disempnrnakan denganobservasi lapangan yang berkenaan dcngan pokok 
permasalahan. Pengkajian difokuskan kepada memahamt kererapan dari 
dua sistem hukum yang bcrbeda mcngcnai dclik penganiayaan terhadap 
wanlra hamil yang berlmbas pada kematian janin. Dalam tulisan ini juga 
dltakukan eksplorasi ke sasaran-sasaran stgnlfikan guna mempernleh 
Informasi akurat baik dari responden maup1111 pihak-pihak infonnan nan 
lembaga terkait. 

Jenis tulisan ini adalah perpatlu2n antara tulisan pustaka <lan 
tulisan lapangan, maka sumber data dalam tulisan ini adalah data yang 
dipcrolch baik di pustaka maupun di lokasi tulisan. 'J\tlisan ini fokus 
pada kajian tentang kritcria hcrikut kctctapan-kctcrapan dari huk-um 
oidana positif dan hukum pidana Islam mcnyangkut dclik pcnganiayaan 

i Soejon-o ~kanto, F'tn.q-or.car P,r.,ifrf~n iiukum, (i.11-'.aru; Ui·Prt.ss, 1 S8o1 h. 10. 
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rcrhadap wauita hamtl yang berlmbas pada kcmatlan janin. Sasaran 
difokuskan pula pada jcnis sanksi hukum dari kedua hukum rersebur 
bagi pclaku pcnganiayaan dirnaksnri serta fakror-fakror signifikan yang 
melatarbelakangi tidak dilaporkanannya ienis pidana ini serara langsung 
ke pengadllan a tau pihak yang berwenang oleh pihak korban. 

Dari sini dapat dirurnuskan asumsi awal tulisan ini bahwa delik 
penganiayaan wanita hamil yang mengakibatkan kernatian janin adalah 
delik odhoc (khusus) clan semi pengecualian, karena secara formil dan 
materil delik pidana ini tidak terurnuskan secara eksplisit don nyara balk 
pada aturan hukum pldana Islam, maupun pada pasal-pasal perundang- 
undangan pidana positif di Indonesia. Hal ini berpcngaruh signifikan pada 
bcnruk penerapan sankst olch pengadilan rcrrnasuk mcmbuka peh1ang 
munculnya kcengganan dari pihak korban untuk mclaporkan diri. 

Proses pcngumpulan data dalam tulisan ini dllaknkan dengan 
mcmanfaarkan bcbcrapa tcknlk pcngumpulan data yang laztm dlgunakan 
dalarn mctode tulisan pustaka clan lapangan.yairu srudi dokumentasi dan 
eksplorasi Japangan yang digandeng dengan analisis kornparasi. Teknik ini 
dipakai untuk mcmperoleh luformas: yang memperkaya data. Dukumen 
y~ng dipelajari clan di relit i adalah literatur-literatur lentang ketetapan- 
kererapan dan dnktrin-rloktrln yang dihasilkan dari hukum pidana 
posit if rlan hukurn pidana Islam, berikut karya-karya yang menielaskan 
tentang jenis sanksi hukurn dari kedua sistim hukum terse but bagi pelaku 
delik penganiayaan. Termasuk juga buku-bukuyang setama ini meniadt 
rujukan masyarakat dalam mernaharm tindak pidana tersebur. fksp/orosi 
Parsiputori yang dilakukan dengan mendatangi beberapa pthak tcrkatt 
seperti pihak pengadilan clan penjernputan bola ke pihak keluarga korban 
dan menggali informasi darlpihak lembaga swadaya masyarakat dimana 
pihak korban mengadukan perrnasalahan mcreka. 

Keseluruhan data yang dipcrolch dan dikumpulkan dalam 
berbagai teknik pengumpulan data scbclumnya dianalisis mclalui 
peudekatananaltsts kualitatlf dcngan cara bcrfikir indukti], dedukti] dan 
komparatif ckploratori{. lnduktif adalah pcugambllan kesimpulan dari 
pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bcrsifat urnum, 
metode ini digunakan untuk menganalists kasus kernarian janin akibat 
penganlayaan rerhadap wanna hamll.' 

Tuiuan dart tuttsan iui adalah untuk mcnjadikan penemuan lapa11gan 
lcbih dikcnal olch masyarakat luas, membPrikan gambaran dasar 
mengcnai topik bahasan, menggeneralisasi gagasa.11 da11 mengembangkan 
reori yang hersifar renratif, membuka kemungkinan akan diadakonnya 
lulisa.11 lanjutan terhadap topik yang dibahas, serta rnenentukan ceknik 
dan arah yang akan digunakan dalam tulisan berikutnya. 
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3 A!:d~ Qa!d!f 'J\u.Ja.li, <.'!·'!Us;rn'! al·Jir.a't al-!rlam1. (Ecit'.J..:: Oe!'-ol·K:to.b o.l·':\.rob1,. t.th). h, 6 
4 AbJul A1J1i111 bin Badawi al-Khalaf, al-Wajiz, Pondnon Fioib Ungkap, (terj. 

!earn Tashfiyah LIPJA-Ja.~ana), (llogor: Pusraka lbnu K•tsir, J 999). h. 766· 769. 
s \Vahbah al-Zuhaili, .~I-FitJh ul-lsf(Jflli ... , h. 5675. 
6 Muhammad lbnu Ahmau al-Khatib al·Sy>trbaini, Muyni ul-Muhwj, (!>iesir. 

Mustaf.l al-Bab al-Halabf wa l\ul;;d, 1958), h. 6. 

Abdul Qadir 'Audah dalam al-Tosyri'i al-jina'i al-lslami, mcngatakan 
bahwa dalarn liukurn pidana Islam istilah penganiayaan tirlak dikenal clan 
dipakai, yang ada dalarn hukurn pidana Islam adalah jarimahjjinayah 
tcrhadap selam jiwa. l.lcliau mcnycburkan bahwa jinayat: terhadap tubuh 
hisa herupa al-syijjaj, rlan at-jurh.al-Syljja] adalah pclukaan terhadap 
orang lain pat!a bagian kepala dan wajah sedangkan ol-jurh arlalah 
pelukaan terbadap anggota rubuh/badan orang lain.' 

Abdul A-zhim bin Badawi al-Khalaf al-Wajiz dalam Panduan Fiqih 
l,engko/), msmbagt jtnoyan rerhadap tuhuh menjadi tiga macam, yaknt: 
1) ul-syijja], yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka [secara khusns}, 
2) al-lurh, yairu pelukaan yang mengenai badan, rerrnasuk pelukaan 
yang menembus rongga, 3) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, seperti 
buta, tuli, dan schagainya.' Wah bah al-Zuhaili dalam al-Fiqi: al-tstami wa 
atlillatuhu, menyatakan bahwa pada dasarnya delik }',tng mengaktbatkan 
kernatian terklasifikasi menjat!i dua golongan, y.1itu: a) Pernbunuhau yang 
dihararnkan: yakni setiap pernbunuhan karena ada unsur permusuhan 
dan pcngantayaan. b) Pcmbunuhan yang dibenarkan: yakni setiap 
pembunuhan yang tidak dilatarbelakangt olch pcrrnusuhan, misalnya 
pembunuhan yang dilakukan oleh algo]o dalam melaksanakan hukuman 
qishash? 

Muhammad tbnu Ahmad al-Khatib al-Syarbaini dalarn Mu_qni al- 
Muhtaj,mcngklasiflkasi scbab-sebab pcngamayaan yang rnematikan 
kapada riga macam, yairu: 1) Sebah Hissiy (pcrasaan/psikis) scpern 
paksaan untuk mernbunuh. 2) Sebab Syar'(v, seperti persaksian palsu y.mg 
membuat terdakwa terbunuh. keputusan hakim untuk membuat seseorang 
yang diadlHnya dcngan kcbohongan atau kelicikan (bukan karena keadilan) 
untuk mcnganiaya secara sengaja. 3) Schab 'Ulfl)I, scpcrtl menyuguhkan 
makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau mcnggali 
surnur lalu tidak rnenurupnya sehingga ada orang terperosok dan mati.4 
Andi Harnzah dalam Kutnus Hukuttt Pidanu mengarakan bahwa delik 
penganiayaan dalam tatanan hukurn termasuk suatu keiahatan, yaitu 
suaru perbuaran yang dapat dikcnai sanksi oleh undang-undang. Pada 
KUHP hal ini disebur dengan "penganiayaan", tctapi KlJHP scndiri tldak 

B. Makua Peuganiayaan dan Pembuuuhan 
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rnernuat arti penganiayaan tersebur serara spesifik.' 
Leden Marpaung dalam Tindak Pidana Terhadap Nyav/a, mernbagi 

riga unsur atau faktor pada dclik pidana yang bcrhubungan dcngan kasus 
guguruya kandungau, yaitu: l) Jc111in. 7.) lbu yo119 me119andun9. 3} Pi/wk 
ketig11, yaitu yang terlibat pada pengguguran rersebut. Tujuan Pasal-Pasal 
rersebut adalah untuk melindungi janin. Perkataan "gugur kandungan" 
tidaksama dcngan "matinya janin''.Kemungl..inan, janin dalam kandungan 
dapar dibunuh, rnnpa g11g111: Namun pcrnbuat undang-undang dalam 
rurnusan KUHP. belum meurbedakan kedua hal tersebut," 

Untuk mengetahut suatu perbuatan itu dapar dipandang sebagai 
jarimah dan pelakunya blsa dikcnai pertanggungjnwaban ptdana 
haruslah apabtla telah terpenuhi 3 [tiga} elcmcn prinsip, yaitu: 1}. unsur 
[ormil, yaitu adanya kerentuan arau aruran yang mcnunjukkan larangan 
terhadap suatu perbuatan yang diaucaui hukuman. 7.) Unsur materiil, 
yaitu adanya perbuatan yang melawan hukurn baik itu perbuatan nyata- 
nyata hcrbuat atau sikap tidak bcrbuat. 3) Unsur mortl, yaitu unsur yang 
terdapar pada pelaku. Seperti hahwa pclaku iarlmab haruslah mukal/af. 
yaitu orang yane dapar <limintai perranggungjawaban rcrhadap jorimah 
yang dilakukaunya.' 

Secara urnurn, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 
"pcngantayaan", Penganiayaan yang dlarur KUIIP terdirl dari: 1) 
Penganiayaan )'ang bcrdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas: 
a. Penganiayaan hiasa. b, Pene;iniayaan y:me mengakibatkan luka herar. c. 
Penganiayaan yang mengakibatkan korbannya mat i. 2) Penganiay.ian iinvn 
yang diarur oleh Pasal 352 KUIIP. 3) Penganiayaan berencana yang diatur 
o\eh Pasal 353 I<Ul!P. dengan rincian sebagai berikur: a Mengakibatkan Iuka 
herat b. Mcngakibatkan korbannya mati. 4) Pcnganiayaan be rat yang dlatur 
oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagal berikut: a. Mengaklbatkan !uka 
berat, b. Mengakibatkan korbannya rnati. Terakhir 5) Pengantayaan berat 
dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP <lengan rinrian sebagai 
bcrlkut: a. Pcnganlayaan berar dan bcrcncana b. Penganlayaan berat dan 
berencana yang mengakibatkan korbannya rnati, 

Pcngaturan KUHP mcngcnal "gugurnya kandungan" yang dijadikan 
acuan adalah sebagai berikur: l} Pengguguran kandungan oleh si ibu. 
2) Pengguguran kandungan oleh orang lain ranpa izln perempuan yang 
rnengandung. 3) Pengguguran kandungan dengan izrn perernpuan yang 
mcngandungnya." 

1 Meli H.imzah, Kamus H11k1in1, (/.ikaria: Ghalfa Indonesia, 19!16), h. 144. 
S I.eden ~iarpaung, Tindaf. Pidanu Te.rhada111 l{_ycn•·a dan Tub:th: Pt:n1berantasar. 

cfm1 f'rew,;.sinfa, tJaJ:ana: Slnar Urafika, 2002), h. 46 
9 A. Hanan,Asas -.4sasHukum Pidana Islam, ( Jakarta: Bu Ion Bintang.1986 ),h.Si. 
lO I.don Marpaung, Timluk l'idunu,-, h. 41\. 
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Dalam hukum pidana Islam penganiayaan terhadap ibu yang 
sedang hamil sehingga janin yang ada dalam kandungannya itu mati 
rnendapatkan satu ruacam tiudak pidana yang hcrlanjut, yairu tindak 
pidana penganlayaan yang mengakibatkan Lindak pidana psmhnnuhan, 
demikian juga dalarn hukum pidana positif. 

Berkenaan dengan kasus yang dikemukakan di smi, yaitu tentang 
penganiayaan terhadap ibu hamil yang meugakibarkan kemarian janin, 
dapat dilihat bahwa dalam kasus tersebut perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku jclas mcrupakan scbuah dclik. Baik itu dtpandang dari segi hukurn 
pidana Islam maupun dari segi hukurn pidana positif Dalam kasus tersebut 
terdapat satu macam delik yang meugaklbatkan dua perisriwa ptdana, 
yang pertama adalah delik penganiayaan yang ditujukan terhadap si ihu 
dan yang kedua adalah kcmatian janin sebagai akibat dari penganiayaan 
rersehur. 

Di samping hal tersebur, kasus rersehut rnlah lcngkap mcngandung 
unsur-unsur yang telah disebutkan di alas. Sehiugga apabila ada orang 
yang melakukan perbuatan itu dia dapat dikenakan pidana sesuai dengan 
aturan yang telah '1itent11kan masing-masing sistern hukum, 

Kedua sistern hukum tersebut sama dalam memandang bahwa dari 
segi tindak pidana perbuaran yang dilakukan dalam kasus itu merupakan 
deltk pengantayaan serta delik pembunuhan, akan tetapi dalarn 
merumuskan [cnis dari ttndak pidana tersebur ada beberapa perbedaan. 

Hukum pidana Islam membagl penganiayaan mcnjadi berbagai 
jenis. Pembagian tersebut berdasar be a Luk perbuatan serta aklhat yang 
ditimbulkan. Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan hukum 
pldana Islam mcmbagtnya bcrdasarkan sifat dari perbuatan rersebut. 
Secara gads besar penganiayaan dalam hukum Islam tcrbagt aras jinayah 
al-utra], osy-syiija], serta al-jiroh, sedangkan pernbunuhan tcrbagi aras 
uutl al· 'amd, c1all syiblt 'umd serta qotl khnta'. 

Dalam hukum pidana positif pembagian keduanya berdasarkan 
atas berat rtngannya tlndakan, aktbar yang ditimbulkan serta unsur- 
unsur lain yang ada, seperti adanya perencanaan terlcblh dahulu dan lain 
sebagainya. 

Kasus yang dikemukakan dalarn pernbahasan kali ini dilihat dari sei;i 
tindak pidana menurut hukum pidana Islam belum dapat dispesifikkan 
ke dalam jenis mana, hal tersebut hanya cfapat clilihat dari akibat yang 
di derita oleh si ibu, apakah ilu berupa Juka·luka, Lurpotung anggota 
tubuhnya, atau Iuka dalam. Sehingga sanksi yang harus diterima o!eh 
pelaku juga terg,mtung '1ar! akibat yang diderita si korban. 

C. Sanksi Pcnganiayaan dan Pembunuhan Serra Keeugganan 
Korban Pengantayaan Untuk Melakukan Pengaduan 
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Kemudian mengenai tinclak piclana pembunuhannya pun menurut 
hukum pidana Islam dalam mengkatagortkan [enlsnya juga harus melihat 
sifat dari pembunuhan tersebut apakah sengaja untuk membunuh st 
janin, ataukah hanya kesalahan saja. Setelah itu barn dapat diientukan 
[enis hukurnan yang harus diterima oleh pelaku. 

Ditinjau dari hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukuman 
hagi pclaku pcnganiayaan yang tcrtuang dalam al-Qur'an maupun 
beberapa hadls yang telah dikernukakan pada pembahasan sebelumnya 
dapat dipahami bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik 
pcngantayaan, yang besar kecilnya tergamung dart tlngkat penganlayaan 
itu sendiri. Hukuman tcrscbut adalah berupa oisas, diyat, ta'zir serta 
kifamh. Pnnerapan dari sanksl tersebut dtsesuaikan pada henrnk dari 
kejahatan yang dilakukan. Sedangkan untuk delik pembunuhau sauksi 
hukumannya lebih berat lagi, yairu hukurn qisus dengan cara mernbalas 
mcmbunuh pelaku dclik pembunuhan, hukum qisas ini dllakuknn oleh 
wall si korhan (wo/iyod-domJ. Akan retapl selain sanksi qisostcrscbutbagi 
waliy ad-dam diperbolehkan memilih jenis sankst huknman bagi pslaku, 
yaitu antara hukurn cisus atau mengambil tliyut: atau bahkau mernaafkan 
pelaku. Hal ini berlaku pada jenis pembunuhan yang dilakukan secara 
scngaja dasar darl hal tcrscbut adalah 

Sedangkan pelaksanaan diyat: dengan cara meuyerahkan sejumlah 
harta kepada wali si korban sesuai de ngan keternuan ya ng telah dlteiapkan 
oleh syara'. Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau 
juga dart 'aqi/ah. Unruk pembunuhan sengaja diyat diarnbilkan dari 
harta kckayaan st pclaku, scdangkan untuk pembunuhan serupa dengan 
sengaja atau pcmbunuhan karcna kesalahan ditanggung olch 'aqilch, 

Dala111 hukum pidana posit if. keteniuan sanksi hukumau bagi pelaku 
penganiayaan disertakan dalam pasalyang rnengatur ketentuan mengenai 
pengantayaan itu sendiri, yairu pada l'asal 350-351 KUIIP. Dalarn pasal- 
pasal tcrscbur tcrmuat ancaman hukuman bagi pelaku pengantayaan 
sesuai dengan jenis pengauiayaannya, sanksi hukuman tcrscbut bcrupa 
hukuman pcnjara scrta hukuman denda. Dalam hal dclik pcnganiayaan 
ini tit.lak ditetapkan aclanya hukutnaJt rnaLi, !<arena huk11man 111a1-; dalam 
ha! kejahatan hanya ada dalam del!k pembunuhan, itupun tidak semua 
pcmbunuhan diancam dengan hukuman mati. 

Dalam KUH Pancaman hukuman mati untukdclik pcmbunuhan hanya 
pad a jenis pembunuh.rn berencana yane rernrnng dalam Pasal 340 KIJH P 
dengan a1Kama11 hukuman mati atau penjara seumur hitlup atau penjara 
sciama-Jamanya dua puluh tahun. Sedangkan dalam delik penganiayaan 
sendiri hukuman penjara paling lama adalah lima bclas cahun, yaltu pada 
jenis penganiayaan berat clan be1'encana yang mengakibatkan kematian 
si korban, hal ini tertuang dalam Pasal 354 KUHi' selain mengatur 
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Raik di dalam hukum pidana Islam maupnn pidana positif rclah 
dirurnuskan lEmt,ing sanksi hukurnan bagi seliap perbuatan y,me 
rnelawan hukurn. Mengenai delik penganiayaan terhatlap ibu harnil 
schlngga mcngaktbatkan kcmanan [anln yang dikandung apabiln dtnnjau 
dari kcdua slsrem hukurn, hukum pidana Islam dan hukum pidana positif 
pada dasarnya hanya ada sedikit persamaan akibat hukumnya. Pcrsamaan 
tersebur terletak pada rnasalah pernberian pidana serta tujuan dari 
diadakannya sanksi ptdana, yattu bahwa dengan adanya hukuman atau 
sankst pldana sarna-sama bcrtujuan untuk menogakkan hukum dan 
memberikan perlincinngan serra pengayoman kepada masyarakat serta 
individu, 

Dari pernaparan di aras dapat difaharnibahwa delik penganiayaan 
wanna hamil yang mengnktbatkan kematlan janin adalah delik adhoc 
(khusus) dan semi pcngccuallan, karena sccara formil dan matcrll dclik 
pidana ini tidak tcrumuskan sccara eksplisit dan nyata bark pada aturan 
hnkum pldana Islam, maupun pada pasal-pasal perundang-undangan 
pidana positif di Indonesia. Hal ini berpengaruh signifikan pada bentuk 
penetapan sankst terrnasuk mernbuka peluang munculnya keengganan 
dari pihak korban yang mcmahaml hukum sendiri untuk melaporkan kc 
pihak berwenang. 

Dilambah lagi pernicu terjadinya keeugganan pihak korban 
untuk melaporkan kasus pcnganiayaan wantta hamil yang berakibat 
pada matinya [anin umumnya dilatarhelakangi oleh adanya prilak,1 
rnenyimpang dimana dianggap bahkan diyaldni akan me11i111hulkan 
aib apabila prilaku tersebut dilaporkan clan diketahui oleh masyarnkat 

D. Penutup 

peuganiayaau berat dan berencana yang mengakibatkan Iuka berat 
dengan ancaman hukurnan penlara selama-lamanya dua belas tahun. 

Bcrdasarkan pada kctcntuan hukuman dari kedua sistem hukum 
tersehur rerrlapat perhedaan jenis hnkuman untuk delik penganiayaan 
rnaupun pembunuhan, yaitu adanya hukuman penjara dalam hukum 
pidana positif. sedangkan dalarn hukum pidana Islam tidak mengenal 
adanya hukuman penjara. 

Dalarn hukum pidana Islam, hukuman mati mcrupakan jenis 
hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan pembunuhan 
dengan sengaio, yang disebut dengan qisos [pembalasan]. Di dalarn 
qlsas tcrdapat hak manusla yang bcrkaitan dengan kcpcnttngan pnbadt 
seseorang dan hak rersebut lehlh kenrara. Sehingga penctapan tcrhadap 
suatu hukuruan dapat digugurkan apabila piliak wall korban memaafkan 
pelaku kejahatan tersebut. 
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Daftar Kepustakaan 

urnum, seperti pengamhilan dan penjatuhan tindakan tcrhadap wanlra 
hamil yang disebabkan oleh Iaktor kehamilan di luar pernikahan yang 
sah atau akibat dari suatu tindak perkosaan yang brutal. Di sarnping hal 
ini bersumher dan tidak terlcpas dart dart lemahnya faktor pengetahuan 
hukurn masyarakar dan kekurang tcrtarlknya masyarakar im sendiri 
untuk melaporkan kasus tersebut. 

Dari fcnomena di ates dirasa perlu untuk 111e111ba11gu11 kesadaran 
hukum masyarakat demi unruk melindungi hak-hak konstitusional 
rnereka dan melepaskan mercka dari belenggu keterbelangan 
pengetahuan hukum. Bagi perneriutah, melatui lembaga-lembaga tcrkait, 
agar menyusun kebijakan yang lebih kornprehenstf dalam melindungi 
dan mcmhori rasa aman, sehingga masyarakat tidak terkunggung oleh 
pen lrnbangan rasa malu yanglcbih dikedepankan ketimbang menemukan 
penyelesaian kasus yang mereka hadapi. 
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